
PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN – KOTA SURABAYA 
2019 
PUTUSAN NOMOR : 0001/PS.PNM.REG/35.3578/II/2020 TENTANG PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA 
PEMILIHAN ANTARA MUHAMMAD SHOLEH - M. TAUFIK HIDAYAT DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 
SURABAYA 

Abstrak : - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya menerima, memeriksa dan 
memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan umum atas 
Permohonan keberatan dari pemohon Muhammad Sholeh dan M.Taufik Hidayat, 
atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota 
Surabaya berupa Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan tentang Hasil Pengecekan 
Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota Surabaya. 

- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UndangUndang nomor 1 tahun 2015, 
sebagaimana diubah dengan Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan 
kedua atas undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan 
pemerintah pengganti undang - undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia nomor 48/PUU-XVII/2019 dalam amar putusannya mengenai 
perubahan momenklatur Panwas Kabupaten/Kota Menjadi Bawaslu 
Kabupaten/Kota sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

- Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor Register : 
0001/PS.PNM.REG/35.3578/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 dimana pemohon 
keberatan akibat diterbitkannya obyek sengketa Berita Acara BA.1-KWK 
Perseorangan tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan 
Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. 
Bahwa pemohon merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kota 
Surabaya tersebut. Selanjutnya Bawaslu Kota Surabaya memutuskan : Menolak 
Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

CATATAN  - Putusan ini diputuskan dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya pada 
tanggal 11 Maret 2020 dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk 
umum pada tanggal 11 Maret 2020. 

 


